SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN
PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalamhal pendirian, perubahan,dan penutupansatuan
pendidikan dasar di Kabupaten Tanah Laut perlu
membentuk pedoman dengan menetapkan Peraturan
Bupati Tanah Laut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam  huruf a,perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tanah Laut tentang
PedomanPendirian, PerubahandanPenutupanSatuan
Pendidikan Dasar;

Mengingat :1. Undang-UndangNomor8Tahun 1965tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat IITabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 1820)
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentangSistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan
Hukum Pendidikan (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah-
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

8. PeraturanPemerintahNomor 47Tahun 2008
tentangWajib Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

9. PeraturanPemerintahNomor 17Tahun 2010
tentangPengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 822);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 607);

12. Peraturan DaerahKabupaten Tanah Laut Nomor 7
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di
Kabupaten Tanah Laut, (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan

Satuan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Tanah Laut

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut .

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Daerah
Kabupaten Tanah Laut.

Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Laut.

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah
Laut.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut.

Badan penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain
berbadan hukum yang mengajukan permohonan izin pendirian,
perubahan, satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.



10.

11.
12.

13.

Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan dasar yang meliputi
Sekolah Dasar (SD), MI (Madrasah Ibtidaiyah), Sekolah Menengah
Pertama, Madrasah Tsanawiyah (MTs) serta sekolah untuk siswa
berkebutuhan khusus yaitu Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
(SMPLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) baik negeri maupun swasta
yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

Satuan pendidikan adalah sekolah baik negeri maupun swasta.

Rencana Induk Pengembangan Sekolah, selanjutnya disingkat RIPS
adalah pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka
singkat 5 (lima) tahun.

Pendidikan Layanan Khusus adalah suatu bentuk sekolah alternatif
yang mengakomodasikan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah di
daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil,
dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu
dari segi ekonomi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalahsebagai pedoman
pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar di Kabupaten
Tanah Laut.

(1)

(2)

(1)
@)

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dapat dilakukan oleh:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah daerah; atau
c. Masyarakat

Penutupan satuan pendidikan dasar , dapat dilakukan oleh:
a. Pemerintah; atau
b. Pemerintah daerah;

Pasal 4

Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan
baru.
Perubahan satuan pendidikan merupakan:

a. perubahan nama dan/ atau bentuk dari nama dan/atau bentuk
satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/ atau bentuk
satuan pendidikan yang lain;

b. penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1
(satu) satuan pendidikan baru;

c. pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua)



d.

satuan pendidikan atau lebih; dan
perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat menjadi diselenggarakan oleh pemerintah daerah;

(3) Penutupansatuanpendidikanmerupakan pencabutanizin
pendiriansatuan pendidikankarenatidakmemenuhisyarat sesuai
denganperaturan perundang-undangan.

BAB IV
PERSYARATAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 5

(1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi:

a.

I

hasil studi kelayakan;

isipendidikan;

jumlahdan kualifikasi pendidikdan tenaga kependidikan;
saranadan prasaranapendidikan;
pembiayaanpendidikan;

sistemevaluasi dansertifikasi;dan

manajemendan prosespendidikan;

(2) Selainpersyaratan sebagaimanadimaksudpada ayat(1),
pendiriansatuan pendidikan harus melampirkan:

a.

hasil studikelayakan tentangprospekpendirian
satuanpendidikanformaldari segi tataruang, geografis,dan
ekologis;

. hasilstudikelayakantentangprospekpendiriansatuanpendidi

kanformaldari segi prospekpendaftar, keuangan, sosial,dan
budaya;

. datamengenaiperimbanganantarajumlahsatuan

pendidikanformaldengan pendudukusiasekolah
diwilayahtersebut;

.data

mengenaiperkiraanjaraksatuanpendidikanyangdiusulkandi
antara gugus satuan pendidikanformalsejenis;

. datamengenai kapasitasdaya tampung danlingkup

jangkauansatuan pendidikan formalsejenisyang ada;

data mengenai
perkiraanpembiayaanuntukkelangsunganpendidikan
palingsedikituntukl1(satu)tahunakademikberikutnya;dan

. datamengenaistatuskepemilikan

tanahdan/ataubangunansatuan pendidikanharus
dibuktikandengandokumen kepemilikan yang sah sesuai
denganketentuanperaturan perundang-undangan atas
nama Pemerintah,pemerintah
daerahataubadanpenyelenggara;



(3)

(1)

(2)

(2)

(3)

(1)

(3)

Persyaratan pendirian satuanpendidikansebagaimana
dimaksud pada ayat(l)sekurang-kurangnya harus
memenuhiStandar PelayananMinimal.

Pasal 6

Pendiriansatuanpendidikandasar yangdiselenggarakan
olehmasyarakatsebagaimana dimaksud dalam Pasal3ayat(1) huruf
c dilakukandengan terlebihdahulumembentukbadan
penyelenggara berbadan hukum.

Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berprinsip nirlaba sesuaidengan ketentuan
peraturanperundang-undangan.

Pasal 7
Persyaratan pendiriansatuanpendidikansebagaimana
dimaksuddalam Pasal Sayat(l)dituangkandalamRencana

IndukPengembangan Satuan Pendidikan (RIPS).

RIPS sebagaimanadimaksudpadaayat (1) merupakan
pedomanpengembangansatuanpendidikanuntuk jangkawaktu
paling singkat5 (lima)tahun.

RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebagai berikut:

visi dan misi;
kurikulum;
pesertadidik;
pendidikdantenaga kependidikan;
saranadan prasarana,;
pendanaan;
organisasi;
. manajemensatuanpendidikan; dan

SR a0 o

peran serta masyarakat;

BABV
TATACARA
PEMBERIANIZINPENDIRIANSATUANPENDIDIKAN
Pasal 8

Izinpendirian untukSD,SMP dan sederajat diberikanoleh Bupati.

IzinpengembanganSD, SMP dan sederajatmenjadi satuan dan/atau
programpendidikan berbasis keunggulan lokal,diberikan oleh
Bupati.
Izinpenyelenggaraan Pendidikan LayananKhususdiberikanoleh
Bupati.



Pasal 9

(1) Tata cara pemberian izin SD, SMP dan Sederajat yang diselenggarakan

oleh pemerintah kabupatensebagai berikut:

a.dinasmengajukan permohonan izinpendiriansatuan

pendidikankepada Bupati dengan melampirkanhasil studi
kelayakandan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal Sayat

(2);

b. bupatiatau pejabatyang ditunjukoleh Bupatimenerbitkan

keputusanpendirian satuan pendidikan apabila persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Stelahdipenuhi; dan

. izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku

untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1(satu) lokasi;

(2)Tata carapemberianizinSD, SMP,dan sederajatyang diselenggarakan

(1)

oleh masyarakatsebagaiberikut.
a. badan penyelenggara mengajukan permohonan izin

pendiriansatuan pendidikan kepada Bupati melalui dinas
dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2);

. kepala dinasdengan melampirkan hasil studi kelayakandan

data sebagaimana dimaksud dalamPasal 5ayat (2)dengan
menugaskan kepada TimPenilaiuntuk menelaah wusul
pendirian satuan pendidikan;

timpenilaisebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan
tim yangdibentuk oleh kepala dinas;

kepaladinas palinglambat dalamjangka waktu 3 (tiga)
bulansetelah menerima usul rencana pendirian satuan
pendidikan sebagaimanadimaksud dalambutir a,
menerbitkan suratkeputusan tentang izin pendirian satuan
pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian
satuan pendidikan; dan

izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku
untuk 1 (satu)satuan pendidikan pada 1(satu)lokasi;

Pasal 10

Tata cara pemberian izin pengembangan SD, SMP dan Sederajat
menjadi satuan dan/atau programpendidikan berbasis
keunggulan lokal dan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Kabupatensebagai berikut:

a. dinas mengajukan permohonan izinpengembangan satuan

pendidikankepada Bupati dengan melampirkanhasil studi
kelayakandan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

b. bupatiatau pejabatyang ditunjukoleh Bupatimenerbitkan

keputusan pengembangansatuan dan/atau programpendidikan



apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal
Stelahdipenuhi; dan

c. izinpendirian sebagaimana dimaksudpada
hurufbberlakuuntukl (satu) satuan pendidikan pada 1(satu)
lokasi;

(2)Tata cara pemberianizin pengembangan SD, SMP,dan sederajatmenjadi
satuan dan/atau programpendidikan berbasis keunggulan lokal dan
yang diselenggarakan oleh masyarakatsebagaiberikut.

a. badan penyelenggara mengajukan permohonan izin
pendiriansatuan pendidikan kepada Bupati melalui dinas
dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;

b. kepala dinas dengan melampirkan hasil studi kelayakandan
data sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 dengan
menugaskan kepada TimPenilaiuntuk menelaah wusul
pendirian satuan pendidikan;

c. tim penilaisebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan
tim yangdibentuk oleh kepala dinas;

d. kepaladinas palinglambat dalamjangka waktu 3 (tiga)
bulansetelah menerima usul rencana pendirian satuan
pendidikan sebagaimanadimaksud dalambutir a,
menerbitkan suratkeputusan tentang izin pendirian satuan
pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian
satuan pendidikan; dan

e. izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku
untuk 1 (satu)satuan pendidikan pada 1(satu)lokasi.

Pasal 11

(1) Tata cara pemberian izinpenyelenggaraan pendidikan layanan khusus
pada jenjangSD, SMP dan Sederajat yang diselenggarakan oleh
pemerintah kabupaten dan/atau masyarakat sebagai berikut:

a. dinas mengajukan permohonan izinpenyelenggaraan pendidikan
layanan  khusussatuanpendidikankepada bupati dengan
melampirkanhasil studi kelayakandan data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7;

b. bupatiatau pejabatyang ditunjukoleh bupatimenerbitkan
keputusanpenyelenggaraan pendidikan layanan khusussatuan
dan/atau programlayanan apabila persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal Stelahdipenuhi; dan

c. izinpenyelenggaraan sebagaimana dimaksud padahurufb
berlakuuntukl1 (satu) satuan pendidikanpada 1(satu) lokasi;



(2)

(1)

(2)

(3)

BABVI
PENAMAAN SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 12

Penamaansatuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah diatur oleh bupati sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

Penamaansatuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh
masyarakat diaturoleh badan penyelenggara satuan pendidikan
yang Dbersangkutan sesuaidengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

BABVII
TATA CARA
PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 13

Perubahan satuan pendidikan sebagaimana pasal 4 ayat (2)
dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

a. inventarisasi satuan pendidikan yang akan dilakukan
perubahan;

b. pemberitahuan rencana perubahan kepada kepala satuan
pendidikan dan/atau pimpinan badan penyelenggara satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

c. peninjauan lokasi pada satuan pendidikan yang akan
dilakukan perubahan;

d. pengkajian berdasarkan hasil peninjauan lokasi atau studi
kelayakannya;

e. penyusunan komponen-komponen utama pendidikan dalam
bentuk RIPS sebagaimana pasal 7 ayat (3);dan

f. penyusunan laporan dan menyampaikan kepada bupati;

Hasil perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan
pemerintah daerah merupakan satuan pendidikansebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)telahdipenuhi dan ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai  jenjang dan
kewenangannya.

Hasil perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan
masyarakat merupakan satuan pendidikansebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2)telahdipenuhi serta sesuai dengan anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas sesuai jenjang dan kewenangannya.
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Pasal 14
Penyelenggaraan satuan pendidikan yang melakukan
perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan  wajib
menyelesaikan program = yang sedang  berjalan atau

mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan
jenisnya sama.

BABVIII

PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 15

(1) Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila:

a. satuanpendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan
pendirian satuan pendidikan; dan/ atau

b. satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan
kegiatan pembelajaran;

(2) Penutupansatuan pendidikanyangdiselenggarakanoleh
pemerintahdaerah dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul
kepala dinas.

(3) Penutupan satuan pendidikan yangdiselenggarakanoleh
masyarakat ditetapkan olehkepaladinasatas usulan badan
penyelenggarasatuanpendidikandari/atau atas hasil evaluasi oleh
tim yang dibentuk oleh kepaladinas.

(4) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksudpada ayat (1)
dan ayat (2)diikuti dengan:
a. penyaluran pemindahan peserta didik kepada satuan
pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
b. penyerahan aset milik daerahdan dokumen lainnya

yang dikelola oleh satuanpendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah kepada
kepala dinas;

c. penyerahan aset milik satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakatdiatur oleh badan

penyelenggara satuan pendidikan tersebut; dan
d. penyerahan arsip milik satuan pendidikan kepada
pengelola arsip daerah setempat;

Pasal 16

(1) Tata cara penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan
oleh pemerintah adalah sebagai berikut:
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a. dinasmengajukan permohonan dan/atau rekomendasi
penutupan satuan pendidikan kepada Bupati dengan
melampirkan hasil evaluasi kelayakan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 15 ayat (1);

b. bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati
menerbitkan keputusan penutupan satuan pendidikan
apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 15 ayat (1);

(2) Tata cara penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan
oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

a. badan penyelenggara satuan pendidikan yang
diselenggarakan mengajukan permohonana usul penutupan
satuan pendidikan kepada bupati melalui kepala dinas;

b. badan penyelenggara satuan pendidikan mengajukan
permohonan usul penutupan satuan pendidikan atas hasil
evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh kepala dinas; dan atau

C. kepala dinas menerbitkan surat keputusan penutupan
satuan pendidikan sesuai jenjang dan jenis pendidikan yang
menjadi kewenangannya;

BABIX
LAPORAN
Pasal 17

Bupatisesuai dengankewenangannyamelaporkan pendirian,
perubahan, dan/atau penutupan satuan pendidikan di wilayahnya
kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal
terkait.

BABX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
Pada saat berlakunya Peraturan Bupatiini, bagi satuan
pendidikan  yang sudah berdiri tetapi status kepemilikan
tanahnya belummilik pemerintah daerah, atau badan
penyelenggara  diberi tenggang waktu untukmemenuhi  syarat

kepemilikan tanah atas nama penyelenggara dalamjangka waktu
paling lambat 2(dua) tahun.

BABXI
KETENTUANPENUTUP
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Pasall9
Peraturan Bupatiini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orangmengetahui dan mematuhinya, memerintahkan

pemberlakuan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya
dalamberitadaerah Kabupaten Tanah Laut.

DitetapkandiPelaihari
pada tanggal 18 Agustus 2017

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.
H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan diPelaihari
pada tanggal 18 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT,
Ttd.

H.SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 78



